
 

 

 

 

 

KEPALA DESA PARANGJORO 
KECAMATAN GROGOL 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

PERATURAN DESA PARANGJORO 

NOMOR 2 TAHUN 2018  
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PARANGJORO 
TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA PARANGJORO, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal 6 
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa,  

dalam rangka perencanaan pembangunan desa, 
pemerintah desa melaksanakan tahapan yang 

meliputi penyusunan RPJM Desa, dan penyusunan 

RKP Desa; 

    b.  bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan 
pembangunan tahun keenam yang sesuai dengan 
program dan kegiatan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana 

Kerja Pemerintah Desa; 

  c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Desa Parangjoro Tahun 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

2. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004  tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5459); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2094); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 254); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 225); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 230); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 232); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah 

kabupaten Sukoharjo Nomor 234); 

15. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa Tahun 2012-2018 (Lembaran Desa Parangjoro 

Tahun 2015 Nomor 3); 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARANGJORO 

dan 

KEPALA DESA PARANGJORO 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DESA PARANGJORO TAHUN 2018. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Desa adalah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa.  

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. 

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara 

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati 

hal yang bersifat strategis.  

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan 
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk 
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 

kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya 

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.  

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses 
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat 
secara partisipatif guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan desa. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun.  

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya 

disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM 

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  
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BAB II 

MATERI DAN FUNGSI 

Pasal 2 

RKP Desa Parangjoro Tahun 2018 memuat: 

a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2017; 

b. rancangan kerangka ekonomi; 

c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan 

d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik 
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

 

Pasal 3 

Dokumen beserta Matriks  RKP Desa tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  

dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 4 

RKP Desa Tahun 2018  berfungsi sebagai : 

a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah 
Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 

2018; dan 

b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa 

Tahun Anggaran 2018. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN  

Pasal 5 

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2018 dituangkan dalam 
APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja  Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Pasal  6 

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan 
Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Parangjoro Tahun 2017.  
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Pasal 7 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Desa Parangjoro 

 

Ditetapkan di Parangjoro  

pada tanggal 22 Januari 2018 

KEPALA DESA PARANGJORO, 

 

                    ttd 

 

  SENEN POERWO MIHARJO 

Diundangkan di Parangjoro 

pada tanggal 22 Januari 2018 

SEKRETARIS DESA PARANGJORO, 

 

                      ttd 

 

                    PAJAR 

LEMBARAN DESA PARANGJORO TAHUN 2018 NOMOR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


